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Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintihan Daerall (Lemibaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3834) ;

Undang, - undang  Nomor 25 Tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan  Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999
Maomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah  dan
Kewenangan rropinsi Sebhagai  Daerah
Olonom ( Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3932);

Peraturan Pemerintah Nomor &1 Tahun
2000  fentang  Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 163);

. Keputusan Presiden Nomor £ Tahun 1959

tentang, Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-Undangan dan Bentuk
Kancangan Undang-Undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah dan  Rancangan
Kepuiusan Presiden ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
63 Tahun 1999  tentang  Petunjuk
Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan
Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa

_dan Kelurahan;



§. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemor
65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum
Pengaturan Mengenai Pembentukan
Kelurahan;

e

Peraturan Dacrah Kota Metro Nomer 23
Tahun 2000 tentang Penetapan Desa
Menjadi  Kelurahan (Lembaran Daerah
Tahun 2000 Nomor2§ Seri D) ;-

Dengan perselujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAFRAH KOTA MITRO
TENTANG PEMBENTURKAIN,
PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUMGAN
EELURAHAIN,

Menetapkan

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Perafuran Daerah ini yang dimuiond
dengan:
a. Bbaerah adalah Kota Meuro.

b. Pemerintake Dacrah adalah Ifcp'ain
Daerah beserta perangkat Daerah Otonom
vang lain sebagai Badan Eksekutif Daersh.
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DPRD adalah Dewan Perwakitan Rakvet Daerah Kota Metro,
Kepala Dasrah adalah Walikota Metro.

Kelurahan adalah  wilayah kerja Lurah sebagai perangkat
UDaerah Kot di bawah Kecamatan.
Pembentukan Kelurahan adalah suaw tndakan mengadakan
Kelurahan baru batk melalui pemekaran suatu Kelurahan
maupun  penggabungan schagian  wilayah dari beberapa
Kelurahan menjadi sam Kelurahan

Penghapusan Felurahan adalah suats tindakaa meniadakan
Kelurahan vang ada dan s selanjutnya digabungkan dengan
Kelurahan atau beberapa Kelurahan lainnya.

Penggab..gan Kelurahan adalah penyatuan dua Keiurahan
atau lebik menjadi sati Kelurahan dan atau penyatuan
sevagian  wilavah dari beberapa Keiurahan menjadi satu
Kelurahan.

Lingrungan adalah haglan wilayah dalam Kelurahan yvang
erupakan  lingkunpan  kera  pelaksanaan  pemerintahan

elurahan,

3

BABH

WHEWENANMG DAN TUJUAN TEMBENTUKAN,
PENGHAPUS AN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 2

Kepala Daerah berwenang untuk membentuk, menghapuskan dan
menggabungkan Kelurahan. . 5
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Pasal?

Lurah dan Camat dapat m.agusulkan pembeniukan,
penghapusan dan penggabungan Kelurahan kepada Kepala
Daerah atas prakarsa dari masyaraka:.

Pasal4

Pembentukan, penghapusan dan penpeabuncan Kelurahan
g T r L)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Fasal s

(1) Tujuan pembentukan Kelurahan :dalah untuk meninghatkan
kem.mpuan kegiatan penveieng araan pemerintahan secara
berdaya guna dan berhasil gun: serin untuk meningicatkan
pelayanan  kepada masyaraki' sesuai dengen tingkat
perkembavnigan dan kemajuan peshans nan.

(2} Pembentukan Kelurahan sebagsimana dimaksud avat (1)
dapat dilakukan sebagaimana diraksuc dalam Pasal 2, 3 dan
4 Peraturan Daerah ini.

BAB I
PEMBENTU* AN
Bagian Pertama
Syarat-Syarat Penienfukan

Pasal ©
(1) Daiam rangka pembentukan Kolurahan harus  memenahi
faktor-faktor dan memperhatican svarat-svarat sabagai
berikut
a. Faktor penduduk vaitu : Sed:kit-diitnva 2500 jiwae atau
200 Kepala Keluarga dan sebanyak-banvaknya 20.000 Jiwa
atau 4000 Kepala Keluarga. Lo
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h Faktor luas wilayah yaitu @ mampu dijangka: secara dava
pLna dalam i‘dllg'mi pelaymmn masyatade

¢. Faxtor letak vaitu : komunikasi, transportasi dan jarek
dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusatpusat
pengembangan,

d Faktoc pracarana vaitn : prasarana perhubungansestaldan
ftle ete no DA,

¢ ot i onsial budaya yattu : agama dan adat istiadat

=~

Faktor kehidupan masvararat mata I'.'(‘:l'u_'dhcii‘idl‘l dett Ciet-
cirt kehidupan masvarakat.

(?) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciriciri siiat
masyarakatnva antara lain :

a. Majemuk

b. Lebih Dinamis

¢. Sensitif dan kritis

d. Dukungan sesial ckonomi mayoritas sudal: trrpongaruh

oleh kehidupan
rerkotaan

!'D

Bagian Kedua
Nama, Jumlah Penduduk dan Batas Wilayah
Pasal7
Di dalam Peraturan Daerah tentang Pembentu-an Kelurahan

harus disebut nama, jumlah penduduk dan bate wilavah
Kelurahan yang dibentuk.
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Pasal &

(1 Untuk memperlancar jalannva pemenntzhan Kelurahan
dapat  dibentuk beberapa lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pass! 1 huruf i Peraturan Pacrah ini.

(- Jumlah lingkungan dalam setiap Keluraian disesuaikan
dengan jumlah penduduk, kondisi wilaval dar jangkauan
P(:Li 1”{5&1‘.&51 Qa PC[IlCI'illLﬁi!&ﬂ.

BAB IV
PENGHAPUSAN
Pasal 9

{. Kelurahan yang karena perkembangan kecdaan tidak lagi

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayai (1) dan

{(2) Peraturar Daerah ini dapat dihapus.

Penghapusan Kelurahan sebagaimana dimaksud avat {1)

dapat dilakukan sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3 dan 4

Peraturan Daeral ini.

{(# Wilayah Kelarahan yang dibapus selanjutnya digabungkan
kepada satu atau beberapa Kelurahan yang wiayahnya
berbatasan langsung

BABV
PENGGABUNGAN

™, & LR TN
rasal iy

{1, Penggabungan Kelurahan dilaksanakan deagan  cara
menyatukan dua Kelurahan atau lebih menjadi  satu
Kelurahan.
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) Penggabungan Kelurahan sebagaimana dinak<ad avat (1)
dapat dilakukan sebagainana dimaksud Pasal 2, 3 dan 4
IPeraturan Daerah int.

Pasal 11

Selefaly penggabungan Kelurahan, dilakukan penaiadan
Iingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daeral ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasai 12

Terhadep Heolurahan vang telah ada sebelum dikeluarkannva
Peratu an Uaerah ini dianggap telah memenuhi ketentuan-

keterntuian .y ada pada Peraturan Daerah ini.
Pasal 13

(1) Kelavaar: Kelurahan yang diumekarkan atau digabungkan atau
dibzpus ¢ latur oleh Kepala_ Daerah.

(2) Pengaturan dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Kezala Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.

BAB VI
KETENTUAN ENUTUD
Pasal 14

Hai-hal vang belum diatur daiam Peraturan Daerah ini, sepanjang

mengsenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan
Keputiusan fepala Daerah. '
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Poraturan Daeraly ini mulai berlaio pada tan

Agar setiap orang dapat mengetahu
pengundangan Peraturan Daerah i1i dengan
Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan d:
rada tangg.
WALIKC

Ca-
MOZE:

Drsahkan di Metro
Pada tangaal 16 Desember 2000
SEERFTARIS DAERAH KOTA,

(S

/
0 —_

MUNDIJDI ASMARANTAKA, SE
PEMBINA TINGKAT. I
NIP. 019166095

sal diundangkan,
Ly

ya, memerintahkan

etro

16 Desember

A METRO,

/Do
HERMA N

¢ mempatannya dalam

SR
81

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2030 NOMOR 20 SERLp
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PENJELASAN

PERATURAN DAFRAH KO TA METRO
NOMOR 24 TAHUN 2000

L PENTELASA N UMUM

Di dalam ‘indang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang
Pemerintahan Dacrab, Eelurahan merupakan Perangkat Dacrah
di bawah Kecamaian yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan dan
disebut Lurah, Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Kelurahan
dibantu oieh Perangkat Kelurahan. Kepaia Kelurahan sebagal
orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat,
Rarena Kepala Kelurahan adalah penyelenggara dan penanggung
jawab  utama  di bidang pemerintahan, pembangunan
kormmasvarakatan sorta urusan pemcerintahan umum termasuk
pembinaan ketentraman dan ketertiban.

T 1 1 1 T o d 1= v} h ] 1
neturanan adalah suatu wilayah vany ditempail oteh
sefumlah penduduk dan mempunyai organisasi pemerintahan
rendah langsung di bawah Camat serta tidak berhak mengatur

dan mengurus urusan rumah tangganva sendiri.

Mengingat bahwa Kelurahan adaiah suatu wilayah yang
ditempati oleh sejumlah penduduk dan memiliki organisasi
pementdahan ierendah tangsung di pawah Camal, menghadapi
Kemungkinan  perkembangan  baik  berupa pembentukan,
pemecahan, penvatuan maupun penghapusan Kelurahan, maka
dalam Peraturan Daerah Kota Metro ini menampung teradinva
hal-hal tersahyut,
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Pembentukan  Kelurahan dapat  dilaksanakan sebagai
akibat dari pemecahan, penggabungan dan penghapusan

Keluraham, juga dimungkinkan karena adan}'a penggabungan

bagian beberapa wilayah Kelurahan.

Dt dalam melakukan pembentukan Kelurahan perlu
diperhatikan Syarat-syarat tertentu antara lain luas wilayah dan
jumlah  penduduk. Persyaratan iiu perlu  diperhatikan agar
Kelurahan vang dibentuk itu dapat diharapkan memenuhi
fungsinya sebagai suatu wilayah yang mempunyai organisasi
pemerintahan  terendah di bawah Camat, yang mampu dan
tangpuh  melaksanakan tugas  pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pembentukir, prinecahan, petyutuan dan penghapusan
kelurahan  dimur;: Kinkna apabila  hal tersebut alan lebih
meningkatkan days guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pelel-sanasn pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat.

Peraturan deeraki i merupakan tindak lanjut dari Pasal 67
Undang—Undang MNomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan
Daezah dan dibuat '2rdas wkan Keputisan Menteri Dalam Negeri
Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan
Mengerai Pembentuian Kelurahan.

I PENJELASAN “#5A1 DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal?
Cukup jelas,
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Pasal3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal s

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasala

Cukup jeias
Pasal 10

Cukup jelas
Pasall

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Fasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cui\'up jelas
Pasal 15

s |
LUI\UP }EMS
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